
BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 32 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang : a. bahwa  untuk  melaksanakan  ketentuan  Pasal 89  ayat (7)
Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2011
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor
22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Paser Nomor 2 Tahun  2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Paser Tahun 2013 Nomor 6), perlu menetapkan
Tata  Cara Pengembalian  Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Tata
Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor  27  Tahun  1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983  Nomor  49,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4999);

SALINAN



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2003 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan  Lembaran Negara
Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2015 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2011
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 22)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Paser Nomor 2 Tahun  2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Paser Tahun 2013 Nomor 6);

9. Peraturan Bupati Paser Nomor 38 Tahun 2013 tentang Standar
Operasional Prosedur Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Kepala Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Paser.
5. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendapatan

Daerah Kabupaten Paser.
6. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat kuasa BUD adalah

pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
7. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan

sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas
dan fungsi SKPD.

8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah konstribusi wajib kepada
daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung
dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,
lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk
usaha tetap.

10. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong
pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

11. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali
bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang sama dengan tahun kalender.

12. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam
masapajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

13. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SSPD adalah bukti
pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan
formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB,
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak terutang atau
seharusnya tidak terutang.



15. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat
yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau
pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan
kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.

16. Pemohon adalah wajib pajak atau kuasa wajib pajak yang melakukan permohonan
pengembalian kelebihan pajak.

17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional
berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

18. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen
yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan
untuk mengajukan permintaan pembayaran.

19. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang
digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk
penerbitan SP2D.

20. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen
yang digunakan sebagai dasar pencairan dana oleh Bank yang diterbitkan oleh
Kuasa BUD berdasarkan SPM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran.

BAB II
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

Pasal 2

(1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
pajak daerah kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak oleh wajib pajak
diputuskan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat diberikan dengan alasan sebagai berikut:
a. jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah

pajak terutang; atau
b. telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang.



BAB III
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 3

(1) Wajib pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan
melengkapi persyaratan :
a. nama dan alamat wajib pajak;
b. tanggal pembayaran pajak;
c. besarnya kelebihan pembayaran pajak;
d. alasan pengembalian pajak yang jelas;
e. fotokopi identitas pemohon;
f. surat kuasa bermaterai cukup bagi yang diberi kuasa;
g. fotokopi identitas penerima kuasa;
h. SSPD asli dan/ atau Surat Setoran Pajak Daerah yang akan direstitusi;
i. fotokopi SPTPD dan SKPDLB;
j. fotokopi nomor rekening buku tabungan wajib pajak;
k. dokumen pendukung pengembalian kelebihan pajak lainnya yang sah sesuai

aspek alasan pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
l. surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.

(2) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat
dipertimbangkan/ditolak.

Pasal 4

(1) Pemeriksaan berkas permohonan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Surat
Keputusan Kepala Dinas.

(2) Hasil kajian Tim disampaikan kepada pejabat yang berwenang sebagai dasar
pertimbangan untuk menerima atau menolak permohonan Wajib Pajak.

(3) Keputusan menerima atau menolak permohonan pengembalian kelebihan pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lama 12 (dua belas) bulan
sejak tanggal diterimanya permohonan.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terlampaui dan
tidak ada suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
pajak dianggap diterima.

Pasal 5

(1) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diterima atau
dikabulkan, Dinas menerbitkan SKPDLB.

(2) SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 1 (satu)
bulan sejak tanggal diterbitkannya keputusan Pejabat yang berwenang



Pasal 6

(1) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak
langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.

(2) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam SKPDLB.

Pasal 7

(1) Atas dasar SKPDLB dan SPP serta bukti-bukti yang sah Kuasa Pengguna Anggaran
pada Dinas menerbitkan surat perintah membayar kelebihan pajak dalam jangka
waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak diterbitkannya SKPDLB yang
kemudian diajukan kepada BUD/ Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D.

(2) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2
(dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati melalui Dinas memberikan
imbalan bunga 2% (dua persen) setiap bulan dihitung dari pajak yang kurang atau
terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
dihitung sejak saat terutang pajak.

(3) Dalam hal wajib pajak diberikan imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Dinas menerbitkan surat keputusan imbalan bunga dalam jangka waktu paling
lama 2 (dua) bulan terhitung sejak diterbitkannya surat perintah membayar
kelebihan pajak.

Pasal 8

(1) Kewenangan pemberian keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak bagi besaran pengembalian pembayaran pajak sampai dengan
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

(2) Kewenangan pemberian keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak bagi besaran pengembalian pembayaran pajak lebih dari
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV
PENATAUSAHAAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 9

Penatausahaan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagai berikut:
a. pengembalian kelebihan pajak yang terjadi pada tahun yang sama dengan tahun

pembayaran pajak dibebankan pada anggaran pendapatan pajak melalui pengurangan
pendapatan yang telah diterima pada tahun anggaran berjalan; atau

b. pengembalian kelebihan pajak yang terjadi pada tahun sesudah tahun pembayaran
pajak dibebankan pada anggaran belanja tak terduga, termasuk imbalan bunga dan
kelebihan pajak dimaksud dengan terlebih dahulu menerbitkan keputusan Bupati
tentang penggunaan belanja tidak terduga untuk pembayaran yang dimaksud.



BAB V
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 1 Juli 2015

BUPATI PASER,

ttd

H.M. RIDWAN SUWIDI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 1 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

H. HELMY LATHYF

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2015 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser,

H. Andi Azis, SH
Pembina
Nip. 19680816 199803 1 007



PERATURAN BUPATI PASER

NOMOR 32 TAHUN 2015

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

SALINAN


